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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-
Nya Dokumen Laporan Pengelolaan  Risiko Kantor Kecamatan Darangdan
Triwulan I Tahun 2024 dapat disusun.

Penyusunan Dokumen Laporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Darangdan
Triwulan I Tahun 2024 ini dalam penyusunannya merujuk kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Penyelenggaraan SPIP ini dilaksanakan dengan menerapkan lima unsur
sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan pengendalian intern

Harus diakui pula bahwa penerapan lima unsur SPIP di lingkungan Kantor
Kecamatan Darangdan masih memiliki kelemahan, kekurangan serta jauh dari
kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya yang ada. Namun
diharapkan untuk ke depannya kelemahan dan kekurangan tersebut dapat
diperbaiki secara bertahap agar penerapan Manajemen Risiko di lingkungan
Kecamatan Darangdan benar-benar dapat terlaksana secara maksimal.

Demikian disampaikan, secara Laporan Pengelolaan Risiko di lingkungan
Kecamatan Darangdan Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi media
pertanggung-jawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi
atas pencapaian kinerja dan umpan balik ( feed back ) bagi upaya perbaikan
kinerja pada masa yang akan datang.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan
Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dalam Pasal 21
ayat ( 1 ) dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko. Lebih lanjut pada
ayat ( 2 ) disebutkan Laporan pengelolaan risiko meliputi : a. Laporan
pelaksanaan penilaian risiko; b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh
unit pemilik risiko; dan c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit
kepatuhan internal. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit/satuan kerja
instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi
atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan
rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan
tindakan koreksi atau perbaikan dalan mencapai tujuan organisasi.

SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan kegiatan
yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memastikan bahwa program / kegiatan dilaksanakan secara efektif
dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten
Purwakarta selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penilaian Risiko di
Lingkungan Kecamatan Darangdan ini disusun sebagai upaya
mengintegrasikan antar SPIP dan antar sub unsur Penilaian Risiko sehingga
wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi
Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

SPIP terdiri dari 5 ( lima ) unsur yaitu : (a) lingkungan pengendalian;
(b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi;
dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan lima unsur ini
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi
pemerintah. Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian
risiko merupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dari
segi metodologi maupun implementasinya. Metode analisis risiko belum
banyak dikembangkan di dalam SPIP.



Proses pengelolaan risiko meliputi: a. Identifikasi kelemahan
lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d.
Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan. Penilaian risiko
dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan
pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Proses
penilaian risiko meliputi a. Penetapan kontekstujuan; b. Identifikasi risiko;
dan c. Analisis Risiko.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Kecamatan
Darangdan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan;

6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Kecamatan Darangdan adalah untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut
dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelayanan administrasi
yang tepat waktu, dan manajerial yang handal dalam pelaksanaan baik
internal maupun di lapangan.



D. Ruang Lingkup

Penilaian Risiko yang dilakukan oleh Kecamatan Darangdan
dilakukan atas :

a. Tujuan strategis Pemda;
b. Tujuan strategis (entitas) perangkat daerah ; dan
c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

Konteks strategis (entitas) Kecamatan Darangdan ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis Kecamatan Darangdan sebagaimana tercantum dalam
dokumen Renstra Kecamatan Darangdan tahun 2024-2026. Yang
tujuannya ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam
dokumen RKA Kecamatan Darangdan.

Ruang lingkup Laporan Penilaian Risiko di Lingkungan Kecamatan
Darangdan yaitu Triwulan [ ( Januari — Maret ) 2024.



BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Kecamatan Darangdan
Triwulan I
1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi pada Kecamatan
Darangdan sebanyak 4 (empat) risiko, dengan rincian sebagaimana

terdapat pada Lampiran 1
2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 4 (empat) risiko yang teridentifikasi pada Kecamatan

Darangdan, telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4

risiko yang merupakan risiko prioritas, tercantum
lampiran 1.

pada

b. Seluruh risiko prioritas telah memiliki exiting control, dapat

dilihat dari daftar analisis risiko pada lampiran 2.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan 1

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan Kkegiatan

pengendalian pada triwulan I sebanyak 2 kegiatan pengendalian.
Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada lampiran 3.

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada
triwulan [ sebanyak 2 kegiatan ( kegiatan ini dilaksanakan secara
kontinyu di tahun 2024). Daftar pemantauan kegiatan
pengendalian dapat dilihat pada lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2

3. Terdapat 2 kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada
triwulan berikutnya.



BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program
dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan pasti akan menemukan hambatan yang
apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada
pencapaian kinerja organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada
Kecamatan Darangdan terdapat beberapa kendala tahu hambatan yang

dihadapi yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh pegawai masih belum
memadai, mengingat keterbatasan anggaran pada Kecamatan
Darangdan untuk kegiatan tersebut.

b. Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait
belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua pegawai.

c. Sinergitas antar instansi terkait belum optimal.



BAB IV
MONITORING RISIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan I pada
Kecamatan Darangdan. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat

pada Lampiran 5.



BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada
Kecamatan Darangdan telah melakukan analisis manajemen risiko di setiap
program / kegiatan yang ada. Pada Kecamatan Darangdan terdapat 4 risiko
yang teridentifikasi dan termasuk risiko prioritas.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan
sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko, Kecamatan
Darangdan melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring risiko.
Adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan pegawai dan evaluasi kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana berbagi informasi baik itu
tentang kepegawaian ataupun kegiatan baik yang akan dilaksanakan
maupun evaluasi teradap kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antar
lembaga baik secara vertikal ataupun horizontal. Sehingga setiap
program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Analisis manajemen risiko harus dilakukan agar dapat mengetahui
seberapa besar risiko dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan,
sehingga risiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dapat
dihilangkan. Diharapkan setiap program/kegiatan di Kecamatan Darangdan
dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

lDBHfIFl!ASl RISIKO STRATEGIS KECAMATAN DARANGDAN

[Nama Pemaerintah Daaral Pemermah Kabupaten Porwalarts
[Nama GFD Kacamatan Daranpcar
|Tahon Pendaian 2024
[Periods yang dindai Perisds Parcoa Tahan 2024-2026)
Uriran Pemerintahan Usnsur Kewilagahas
No | THman/ Sesmn | indis Risiko Sebab T Dumpak
Strategis Kinesje Ursian Kode Risiko| Pemilik Urnian Sumbes C/uC Ursian Pibak Terkena
- 3 2 3 4 5 [ i [] ] 1C 11
Totvn - Miwajodions ot Keloh ) 02995001 |Gt [Fetwbwwon i0Mdn | Bewrsd | T Efiiine: Pobopsaan | Eecumtn Darssgdes 2o
Pamermenban pusg Buik, Barvih, Pemcrimtabas ying Buik Sarsas Prasariss Kantor & Mhasprskot Kurssg
Efeheid dhus Absmisbel Bascih, Efsktf dun Abwatabd Kecumetn Dursngdse Optimal
= Kurang Optimal
—lmw T NiaiCapaian SAKIP |FIOISIIET | Tavatwe TL Dot Pasdainng 1 =] 3 ﬂmww
Pe—— Kecumotsa Cadeacs bum mematsi | Derak rencnt.
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Lampirn 2

ANALIS HASIL RISIKO
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif,

dan Akuntabel &: Wilayah Kecamatan.
Meningkatkan Parusipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pembangunan Desa
Urusan Pemerintah : Unsur Kewilayahan
Analis Risiko
NO Risiko yang teridentifikasi Kode Risiko Skala
Skala
Dampak Koni Skala Risiko

I |Risiko Strategis Kecamatan

Darangdan
1 |Pelaksanaan Tata Kelola Pemenntahan RS0.249999.01 2 2 4

vang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Kurang Optimal
2 |[Nia Capaian SAKIP kurang optumal RSO 24999902 2 2 4
3 |Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Masih |RS0.24.99.99.03 3 1 3

d: Bawah Target yang Telah Ditetapkan
4 |Data Dukung Kategori Desa Maju belum |RSO.24.99.99.04 3 3 9

lengkap sepenuhnva
S |Per Pemb yang Dilak V RSO 24999905 2 2 4
I |Risiko Op ional Ki t

Darangdan




.

NO Risiko yang teridentifikasi Kode Risiko Skala D e Skala P
* | Kemungkinan
15 |Jumish ASN yang mengilauti diklatdan  |ROO.24.99 95.15 F: g 9
16 |Penganggaran pemeliharann tidak sesum |ROO 24.99.99'16 2 2 4
kebutuhan
17 [Jumlah peralatan listrik dan elektronika |ROOC 2499.99.17 3 1 3
kantor tersedia (lampu. kabel fitting dil)
18 |Perubahan kebutuhan danpenyesuaian ROC.24.99.99.18 5 5 3
harga kebersihan tersedia
19 |Keterbatasan bahan logistik kantor ROO 24.99.95 19 3 1 3
20 |Jumlah barang cetakan yang tersedia ROO .24.99.99.20 5 5 3
terbatas
21 |Penganggaran tidak sesuai kebutuhan ROC 24.99.89.21 3 1 3
Fr 1 koordi i 1 ROO 24999922
pengembangan profes:dan
lenggaranya forum b antar 3 3 9
|aparat pengawas, perjalanan dinas dalam
|dasrah
B C o E F G
NO Risiko yang teridentifikasi Kode Risiko Skala e
Skala Dampak R Skala Risiko
42 |p Pembang Desa g |ROO 24.99 99.42
Sinkeon dengan R Pembang 3 3 9
|Dasrah
43 |Jumiah Layanan Pelaksanaan ROO 24.99 99 43
perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi 2 2 4
Kinerja Perangkat Daerah
44 |Situas: Keamanan dan Ketertiban kurang |ROO 24 95.99 .44 s i 3
Keondusid
45 |Sinergitas Antar Stakeholder Belum ROC .24 99.95.45
Terlaksana dengan Bak
46 |Penerapan dan Penegakan Peraturan
Daerah Belum Maks:mal

Lampiran 3

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DISUTUHKAN /RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Nams Crganicas: Perangiar Dasrak

Takam Panilasan 2028
e » Urnian Pangendalian Yang Calah P P Repeana Tindak Pemalik / Turget Wakta
% Sudab Ada )
1 2 3 4 5 & 7 8
1 _|Risiko Stistsgis Kscamatan Darangdan
1 |Data Dulcerg ¥arsgers Dasa Mam baum $30 24 99.99 04 [Mel v dan [Walen P i Evaluas: [Hasi FAD [ Triwealan 11
s Fenciarpingan ke e P tarkana: Fezams
Pengiaan ndeks DTeta & Dasa
O |Risike Kecamatan
T | Sardah ASH yang menghat dkiat dan Bartek ROD24A3NTE AR E Hasil Sean, ASN Trivealen 1. 11, 12
Menglmteerion ASN dalam
[TRp— T Telenis Musih Baltum Maksimal |pada M-;a dan IV
yarg Dilaleumnaknn Perangiot |Bumbinipan —
Darss Purgame  coonia Dlahn i e
) |RO0Z4999822 | Nengoptimanon Hasd Eanm Hinena |Camat Triwndam 1. I, 10
3 TFe
g Flere sns Pambacgian as




Lampiran 4

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DI BUTUHKAN

[Xama Organisasi Perangka: Dasrah : Kecamatan Darangdan
[Tabun Penilasan : 2024
Tujuan Strategis : 1. Mewujudican Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efekuf, dan Akunta
2. N ghcatl Partisipas: dan P 3 Masyarakat dalam Pembangunan
Desa
[Urusan Pemenntah : Unsur Kewilayahan
Media / Bentuk Penanggung
No |Kegi Peng yang D Sarana Jawad -__-“-m n.._.u-.iw.m HKeterangan
1 2 3 4 5 [ 7
1 | M dakan Rapat Koordi denga Ci T LILuL [TWI
Pejabat Esselon III dan IV, Staff. qe v
|Pendamping Desa, dan Pendamping Lolkal
Desa
2 |Mengajukan P % Penings Sura: Permohonan |Casset Trsnulan Il dan IV
Kesempatan Pegawad untulk Nenglmun
Bimbungan Teknois
3 |Evaliasi Kinerja Internal Surat Undangan |[Camat Trivualan 1, 11, 111, (TW1
Repat o m——
4 k A Peny Surat Undangan |[Camat
Dok P P b Desa. Ragpat

Lampiran 5

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Organisasi Perangiat Dasrah ;‘m Darangd )

Tajuan Strategis 1 Tata Kelols yang Badk Bersih Efeikctif dan Akuntabel di
Wiarah Kecamatan
3 . 3 i dens . . e o
Unsur Kewdlayahas
e B et B er o
Tongl Toxadi]  Sebah Dampak Fitncmns st J l o 1
Lisngadakan Rapat Trisulan IT
Koordinas: dengan Pejabat
Esselon 111 dan IV, Stalf,
Pendamping Desa dan
Pendamping Lokal Desa
[ Risike Kecamatan
1 [Jumiah ASN yang meagikuti  |PO0.24.95.99.15 Mengajukan Permchonan [Tawulan I, 11
dilclar dae Bimtak Peningloatan Peningkatan Kesempatan |11 dan IV
imalitee aparamy Pegamau untuk Mengloun
B Telenis
2 Fralooensl POC.24 998922 |Evaluss: Kunens Internal |Trwalan I 10
Epordmas knnen et IIT damn IV
Pengembmngan srofesi.den
rerrelengrarms forus
bertama anter aparar
pangawas. peanaianan dinas
3 |Perencanaan Pembangnan | ROOD.24 99 09 42 m
Caga Kurany Siaoon dangan Penrusunan Caolramen
Fancana Pembangunas Daarah Perencanaan Pemerintah
Cesa

—
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
L et o KECAMATAN DARANGDAN

JI. Raya Darangdan KM 22 Telp. Fax ( 0264 ) 620372 — Purwakarta

el VVebsite : darangdan.purwakartakab.go.id Email : kecamatan.darangdan@gmail.com
_Kantor Kecamatan Darang

\
(A

SURAT PERINTAH
Nomor : KPG.11.01./6.4/Kepeg.um / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRS AL IDRUS NURHASAN
Nip : 19700531 199101 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I (IV / b)
MEMERINTAHKAN
1. Nama : TITIN SUPRIATIN
Nip : 19860507 201001 2 002
Pangkat / Gol : Pengatur (1I/c)
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan BMD
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Darangdan
Untuk : Melaksanakan Bimbingan Teknis, Pendampingan
dan Fasilitasi Input Data Rencana Umum Pengadaan
Tahun 2024
Waktu : Hari : Senin — Selasa
Tanggal :29 - 30 Januari 2024
Tempat : Hotel Santika Garut

JL. Cipanas Baru, Pananjung, Kec. Tarogong Kaler
Kab. Garut, Jawa Barat
Dasar Surat : Surat dari Setda Nomor KPG.03.01.01/158-BPBJ
Catatan : Agar melaporkan hasilnya kepada Camat

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CAMAT DARANGDAN

Ditandatangan: secara elekironk oleh

. e N CAMAT DARANGDAN
g::’itiilﬁkasi {(a 'ﬂé KABUPATEN PURWAKARTA
W‘r

Elektronik Drs. AL IDRUS NURHASAN
Pembina Tk. 1/ IVb

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfaku, surat ini telah ditandatangani
secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan
tanda tangan dan stempel basah.
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp. (0264} 200036/ 200038 /200039 Faks. (0264 200037 e-mail : infoupurwakartakab.go.id
website - www . purwakartakab.go.id

Purwakarta, 22 Januari 2024

Nomor : KPG.03.01.01/158-BP3J/2024 Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah/
Sifat . Penting Camat/Direktur RSBA
Perihal : Bimbingan Teknis, (Daftar Terlampir)
Pendampingan dan Fasilitasi di-
Input Data Rencana Umum PURWAKARTA

Pengadaan Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berikut aturan turunannya,
bahwa Perencanaan Pengadaan vang dananya bersumber dari APBD
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota
kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS). dan dituangkan dalam Rencana
Umum Pengadaan (RUP) dan diumumkan melalui aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

2. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa PA/KPA menetapkan dan
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling lambat
tanggal 31 Maret setiap tahunnya pada aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Dalam rangka implementasi ketentuan peraturan tersebut diatas,
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah akan
melaksanakan Bimbingan teknis, Pendampingan dan Fasilitasi Input Data

RUP Tahun Anggaran 2024, vang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin-Selasa
Tanggal : 29-30 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hotel Santika Garut

Jl. Cipanas Baru, Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab.

Garut, Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
' oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Demi kelancaran kegiatan dimaksud, dimohon agar setiap Perangkat

Daerah dapat menyiapkan data sebagai berikut:

Menunjuk dan menugaskan ! (orang) Admin RUP sekaligus sebagai
narahubung Perangkat Daerah

Menyiapkan data inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa dan
dokumen RKA yang telah diasistensikan sebagai bahan input data
RUP di aplikasi SiRUP (dibawa pada saat kegiatan dilaksanakan,

minimal membawa data 1 (satu) bidang/sekretariatj.

Konfirmasi peserta disampaikan melalui link
tipi g bty PLKPB. paling lambat tanggal 25 Januari
2024.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Daerah melalui sdri. Sri Anggiani (0878-
4743-4511)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik

kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
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Tembusan disampaikan kepada:

L.
2.

Yth. Ibu Bupati Purwakarta,
Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta;

3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan

oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN 1

Nomor : KPG.03.01.01/158-BPBJ/2024
Tanggal : 22 Januari 2024
Perihal : Bimbingan Teknis Pendampingan dan Fasilitasi Input Data Rencana

Umum Pengadaan Tahun 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Inspektorat Daerah.

Dinas Pendidikan.

Dinas Kesehatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

11. Dinas Lingkungan Hidup.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

15. Dinas Perhubungan.

16. Dinas Komunikasi dan Informatika.

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

21. Dinas Pangan dan Pertanian.

22. Dinas Perikanan dan Peternakan.

23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah.

25. Badan Pendapatan Daerah.

26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

29. Satuan Polisi Pamong Praja.

30. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

31. Kecamatan Purwakarta. c

32. Kecamatan Pasawahan.

33. Kecamatan Pondoksalam.

34. Kecamatan Wanayasa.

35. Kecamatan Kiarapedes.

36. Kecamatan Bojong.

37. Kecamatan Darangdan. v

38. Kecamatan Sukatani.

39. Kecamatan Plered.

40. Kecamatan Tegalwaru.

41. Kecamatan Maniis.

42. Kecamatan Jatiluhur.

43. Kecamatan Sukasari.

44, Kecamatan Babakancikao.

45. Kecamatan Bungursari.

46. Kecamatan Campaka.

47. Kecamatan Cibatu.
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